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MOTTO 
 
v Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan 
perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan 
memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. 
Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan. 
v Orang yang bahagia itu akan selalu menyediakan waktu untuk 
membaca kerana membaca itu sumber hikmah, menyediakan waktu 
tertawa kerana tertawa itu muziknya jiwa, menyediakan waktu untuk 
berfikir kerana berfikir itu pokok kemajuan, menyediakan waktu untuk 
beramal kerana beramal itu pangkal kejayaan, menyediakan waktu 
untuk bersenda kerana bersenda itu akan membuat muda selalu dan 
menyediakan waktu beribadat kerana beribadat itu adalah 
ibu dari segala ketenangan jiwa. 
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A. Latar Belakang 
Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi merupakan 
fenomena yang terus bergerak dan melaju dengan kencang. Seiring dengan hal 
tersebut maka mau tidak mau pemerintah sebagai pengemban amanat 
masyarakat harus tanggap dalam menyikapi perkembangan tersebut. Dengan 
keberadaan unit Kehumasan (Public Relation) di sebuah Lembaga atau 
Instansi dalam hal ini adalah Pemerintah, merupakan suatu keharusan secara 
fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau untuk 
mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktivitas instansi yang 
bersangkutan, baik ditujukan untuk hubungan masyarakat ke dalam, maupun 
kepada masyarakat luar pada umumnya. Public Relations/ Humas merupakan 
alat atau saluran untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran 
informasi mengenai publikasi pembangunan Nasional melalui kerjasama 
dengan pihak pers, media cetak atau elektronik dan hingga menggunakan 
media tradisional lainnya.   
Seperti yang telah dijelaskan, secara garis besarnya Public Relations/ 
Humas mempunyai peran ganda : yaitu fungsi keluar berupaya memberikan 
informasi atau pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi/ 
lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam 
wajib menyerap reaksi , aspirasi atau opini khalayak tersebut diserasikan demi  
kepentingan instansinya atau tujuan bersama. Mengingat, setiap aspirasi-
aspirasi dari masyarakat yang masuk beraneka ragam dan semuanya tidak 
selalu menguntungkan atau bersifat negatif , kontroversial dan bertentangan.  
Disinilah peran seorang Publik Relations atau Humas menjadi sangat 
penting disetiap Instansi/ lembaga kepemerintahan, dimana seorang Public 
relations harus mampu mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-
keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat. 
Sehingga mampu memberikan nasihat atau sumbang saran untuk 
menanggapi apa yang sebaiknya dilakukan oleh instansi/ lembaga pemerintah 
untuk menampung dan menyelesaikan semua aspirasi masyarakat tanpa ada 
pihak-pihak yang di rugikan serta tetap terjalin hubungan yang baik dan 
memuaskan antara hubungan publik dengan para aparat pemerintah. 
Menurut James E.Gruning, perkembangan public relations/ Humas 
dalam praktik terdapat 4 model, baik secara konseptual maupun manajemen 
komunikasi, yaitu sebagai berikut1 : 
1. Model press agentry atau model propaganda 
Secara praktik PR/ Humas pada tahap ini melakukan Propaganda 
melalui komunikasi searah untuk tujuan mamberikan publisitas yang 
menguntungkan dan khususnya menghadapi media massa. Walaupun 
pemberian informasinya tidak jujur atau mengandung ketidakbenaran 
sebagai upaya manipulasinya hal yang negatif atas lembaga atau 
organisasinya. 
 
1Rosady Ruslan, S.H. MANAJEMEN HUMAS DAN MANAJEMEN KOMUNIKASI, edisi revisi, Cet. 3. PT. 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 55. 
2. Model public information 
Dalam hal ini PR/ humas bertindak sebagai “Journalis in residens”, 
artinya bertindak sebagai wartawan dalam menyebarluaskan 
informasinya kepada public, dan mengendalikan berita atau 
informasinya kepada media massa yang lebih baik dan mengandung 
kebenaran melalui penyebaran news letter, brosur dan surat langsung  
(direct mail). 
3. Model asimetris dua arah (two way asymmetrical model) 
Pada tahap ini, pihak PR/ Humas dalam praktinya melalui 
penyampaian pesannya berdasarkan hasil riset dan strategi ilmiah 
(scientific persuasive) untuk berupaya membujuk publik, agar mau 
bekerja sama, bersikap dan berpikir sesuai dengan harapan 
organisasi. 
4. Model simetris dua arah (two way symmetrical model) 
Model ini, PR/ Humas melakukan kegiatan berdasarkan penelitian 
dan menggunakan teknik komunikasi untuk mengelola konflik dan 
memperbaiki pemahaman publik secara strategik. 
Model paling terakhir ini lebih dapat diterima dan dianggap lebih etis 
dalam hal penyampaian pesan, informasi, komunikasi yang membujuk untuk 
membangun saling pengertian, pamahaman dan mempercayai antara kedua 
belah pihak. Sedangkan sebagai teknisi PR, melihat PR/ Humas sebagi ajang 
kreativitas, seni dan kegiatan kerja dalam melekukan fungsi dan peran 
Humasnya. 
Untuk itu di dalam pelaksanaan pemerintahan, tentunya sangat di 
perlukan keberadaan praktisi Humas didalamnya, khususnya dalam 
pengolahan dan pengelolaan informasi yang baik untuk semua pihak guna 
membentuk citra yang baik dimata masyarakat dan pemerintah itu sendiri. 
Disini penulis mencoba menggali lebih dalam lagi mengenai fungsi 
Kehumasan dalam pengolahaan informasi yang baik di mata masyarakat. 
Yang dalam hal ini adalah pengolahan Informasi yang baik di Pemerintah 
Kabupaten Ngawi sebagai salah satu pelaksana Pemerintahan Daerah di 
Indonesia. 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Media yang dilakukan di Sekretariat Daerah 
Kabupaten Ngawi Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) selama kurang 
lebih 2 bulan, sudah memberi sedikit gambaran tentang pelaksanaan kegiatan 
Kehumasan di Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis bertujuan untuk memberikan 
gambaran secara umum mengenai peran Humas di Pemerintah Kabupaten 
Ngawi, yang di yakini merupakan gambaran umum di setiap Kabupaten 








Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas 
maka, tujuan yang ingin di capai penulis selama mengikuti Kuliah Kerja 
Media (KKM) adalah sebagai berikut : 
· Khusus : 
Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana peran Humas di 
Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam hal Pengolahan Informasi di 
Pemerintah yang baik di mata masyarakat khususnya masyarakat Ngawi 
sendiri. 
· Umum : 
1. Untuk memperoleh pengalaman kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten 
Ngawi Bagian Hubungan Masyarakat (Humas). 
2. Untuk memperoleh wawasan dan gambaran mengenai peranan Humas 
dalam pengolahan Informasi yang baik di Pemerintah Kabupaten 
Ngawi. 
3. Meningkatkan kreativitas dan profesionalitas agar dapat 
mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. 
4. Agar memiliki ketrampilan dan kecakapan dalam bekerja yang dapat 
diterapkan setelah keluar dari bangku pendidikan. 
5. Untuk memenuhi kewajiban sebagai Mahasiswa Diploma III 
Komunikasi Terapan Jurusan Public Relations Fakultas Ilmu Sosial 






A. Pengertian Humas 
Public Relation (PR) atau kadang disebut dengan istilah Hubungan 
Masyarakat (humas) memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah 
organisasi, terutama bila organisasi tersebut sering berinteraksi dengan 
masyarakat luas. PR sangat menentukan perwajahan organisasi tersebut di 
mata masyarakat luas. Hal tersebut disebabkan karena PR-lah yang merupakan 
salah satu front liner penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat. PR 
menentukan kesan positif sebuah organisasi di mata masyarakat. Dan 
hubungan dengan masyarakat akan menentukan bagaimana organisasi tersebut 
bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, PR juga 
berperan dalam membangun hubungan, khususnya hubungan komunikasi, 
antara organisasi dengan masyarakat luas. Untuk itu, di dalam sebuah PR 
sangat penting untuk bisa mengelola manajemen komunikasi. Aktivitas public 
relations sehari-hari adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik ( two 
way trafic communications ) antara lembaga dengan pihak publik yang 
bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya 
suatu tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi, dsb, demi kemajuan 
lembaga atau citra positif bagi lembaga bersangkutan. Jadi, kegiatan public 
relations tersebut sangat erat kaitannya dengan pembentukan opini publik dan 
perubahan sikap dari masyarakat. 
Definisi Public Relations yang di kemukakan oleh Otin Baskin, et.al 
(1997) adalah sebagai berikut :  
Public relation is a management function that helps achives organizational 
objectives, define philosophy and facilitate organizational change. Public 
relatios practitioners communicate with all relevant internal and external 
publics to develop positive relationship and to create concistency between 
organizational goals and societal expectations. Public relations pratitioners 
develop, execute and evaluate organizational programs that promote the 
exchange of influence and understanding among an organization’s constituent 
parts and publics.2 
(PR adalah fungsi manajemen yang membantu meraih tujuan organisasi, 
merumuskan filosofi dan memperantarai perubahan organisasi. Praktisi PR 
berkomunikasi dengan seluruh publik internal dan eksternal yang terkait untuk 
membangun hubungan positif dan untuk menciptakan konsistensi antara 
tujuan organisasi dan harapan masyarakat. Praktisi PR mengembangkan, 
melaksanakan dan mengevaluasi program organisasi dengan mendorong 
pertukaran pengaruh dan pengertian antara bagian-bagian pokok dan publik 
organisasi). 
Public Relations menyangkut suatu bentuk komunikasi yang berlaku 
untuk semua organisasi (non profit - komersial, publik- privat, pemerintah - 
swasta). Artinya Public Relations jauh lebih luas ketimbang pemasaran dan 
periklanan atau propaganda, dan telah lebih awal. 
2http://manajemenkomunikasi.blogspot.com/2008/01/definisi-public-relations.html 
Dewasa ini, Public Relations harus berhadapan dengan fakta yang 
sebenarnya, terlepas dari apakah fakta itu buruk, baik, atau tanpa pengaruh 
yang jelas. Karena itu, staf Public Relations dituntut mampu menjadikan 
orang-orang lain memahami suatu pesan, demi menjaga reputasi atau citra 
lembaga yang diwakilinya. 
B. Peranan Humas 
Perkembangan profesionalisme publik relations yang berkaitan dengan 
pengembangan peranan PR, baik sebagai praktisi maupun profesional dalam 
suatu organisasi atau perusahaan, menurut Dozier, D. M. (1992), bahwa 
peranan praktisi public relations dalam organisasi tersebut salah satu kunci 
untuk memahami fungsi public relations dan komunikasi organisasi, 
disamping itu juga merupakan kunci untuk pengembangan peranan praktisi 
PRO (pejabat Humas) dan pencapaian Profesionalisme dalam public relations. 
Menurut Dozier dan Broom (1995) bahwa peranan public relation di 
bagi empat katagori dalam suatu organisasi, yaitu sebagi berikut 3: 
1. Expert prescriber 
Sebagai praktisi ahli public relations yang berpengalaman dan memiliki 
kemampuan tinggi dapat membantu untuk mencari solusi dalam 
penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya (public relationship). 
Hubungan praktisi ahli PR dengan manajemen organisasi seperti hubungan 
antara dokter dan pasiennya, sehingga pihak manajemen bertindak pasif 
untuk menerima atau mempercayai apa yang telah di sarankan atau usulan  
3Rosady Ruslan, S.H. MANAJEMEN HUMAS DAN MANAJEMEN KOMUNIKASI, edisi revisi, 
Cet. 3. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 21. 
dari praktisi PR (expert prescriber) yang memiliki pengalaman dan 
ketrampilan tinggi dalam memecahkan serta mengatasi persoalan public 
relations yang tengah dihadapi oleh organisasi bersangkutan. 
2. Communication fasilitator 
Dalam hal ini, praktisi PR bertindak sebagi komunikator atau mediator 
untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang 
diinginkan dan diharapkan oleh publiknya dari organisasi yang 
bersangkutan, sekaligus harus mampu menjelaskan kembali keinginan, 
kebijakan dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga 
dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, 
mempercayai, menghargai dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak. 
3. Problem solving process fasilitator 
Peranan praktisi PR dalam hal proses pemecahan persoalan public 
relations ini, merupakan bagian tim manajemen untuk membantu 
pimpinan organisasi baik sebagai penesihat (adviser) hingga mengambil 
tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan atau krisis yang 
tengah dihadapi secara rasional dan profesional. Biasanya dalam 
menghadapi suatu krisis yang terjadi, maka dibentuk suatu tim posko yang 
di koordinir praktisi ahli PR dengan melibatkan berbagai departemen dan 
keahlian dalam satu tim khusus untuk membantu organisasi dalam 
menghadapi serta mengatasi persoalan krisis tertentu. 
 
 
4. Communication technician 
Berbeda dengan tiga praktisi PR profesional sebelumnya yang terkait erat 
dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi. Sedangkan dalam 
peranan communication technician ini sebaga journalist in resident yang 
hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan 
methode of communication in organization. Sistem komunikasi dalam 
organisasi tergantung dari masing-masing bagian atau tingkat (level), yaitu 
secara teknis komunikasi, baik arus maupun media komunikasi yang 
dipergunakan dari tingkat pimpinan dengan bawahan akan berbeda dari 
bawahan ke tingkat atasan. 
Dengan melihat proses peranan manajemen dan hubungan masyarakat 
(humas) dalam suatu organisasi yang sudah dikemukakan, dapatlah dikatakan 
bahwa manajemen itu adalah upaya menyusun sasaran dan kerja sama melalui 
orang lain. Di samping itu, untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara 
efisien dan efektif dan agar pekerjaan terlaksana dengan baik. Fungsi dan 
tanggung jawab manajer humas hendaknya mengupayakan terjadinya 
hubungan yang lancar dan efektif antara semua bagian dalam perusahaan di 
satu sisi dan antara perusahaan itu dengan publik internal dan publik eksternal.  
Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, tiap staf humas harus 
mempelajari setiap langkah dan sasaran perusahaan. Memantau keadaannya 
sejauh mana langkah dan sasaran itu akan mempengaruhi lingkungan. Apakah 
pendapat umum terhadap langkah dan sasaran itu. Hasil pemantauan hari ini 
dibandingkan lagi dengan hasil pemantauan esoknya dan begitu seterusnya 
secara berkesinambungan. 
Pada prinsipnya fungsi humas/ PR secara struktural dalam organisasi 
merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari suatu 
kelembagaan atau organisasi, dan sekaligus terkait langsung dengan fungsi top 
manajemen, oleh karena itu kehadiran peranan PR/ Humas dalam sistem 
manajemen suatu lembaga sudah selayaknya secara optimal. Fungsi 
kehumasan itu diharapkan berhasil kalau berada di bawah pimpinan atau 
mempunyai hubungan langsung dengan pimpinan tertinggi (pengambil 
keputusan) pada organisasi/ instansi bersangkutan. 
Artinya fungsi public relation dalam menyelenggarakan komunikasi 
timbal balik dua arah antara organisasi/ badan instansi yang diwakilinya 
dengan publik sebagai khalayak sasaran (target audience) yang pada akhirnya 
dapat menentukan sukses atau tidaknya tujuan dan citra yang hendak dicapai 
oleh organisasi bersangkutan. Sesuai dengan intisari definisi kerja Humas oleh 
Dr. Rex Harlow, dari San Fransisco, Amerika tersebut yang menjadi acuan 
para anggota IPRA (Internasional Public Relations Association), antara lain : 
“Hubungan masyarakat merupakan komunikasi dua arah antara 
organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung 
fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja 





4Rosady Ruslan, op. cit., hal 110. 
Dikaitkan dengan definisi Humas yang sekaligus merupakan acuan 
fungsi kehumasan tersebut diatas, aktivitas public relations mulai dari 
pembenahan organisasi internal PR/ Humas (PR begins at home), hingga 
kegiatan bersifat membangun citra perusahaan (image corporate building), 
citra cermin (mirror image), serta citra lain sebagainya.  
Secara operatif, maka Humas/ PR merupakan fungsi khusus 
manajemen (specialized management function) yaitu membantu memelihara 
aturan bermain bersama melalui saluran komunikasi ke dalam dan ke luar, 
agara tercipta saling pengertian atau kerja samaantara organisasi dan 
publiknya, termasuk mengidentifikasi, dalam menanggapi opini publik yang 
sesuai atau tidak dengan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh lembaga/ 
organisasi bersangkutan, serta membantu fungsi manajemen dalam 
mengantisipasi, memonitor, dan memanfaatkan berbagai kesempatan, serta 
tantangan atau perubahan yang terjadi di dalam masyarakat/ publiknya. 
 
C. Hubungan Masyarakat sebagai Pusat Informasi 
Penguasaan informasi merupakan syarat mutlak bagi praktisi dalam 
mengemban tugasnya di dalam suatu organisasi, baik dalam hubungannya 
dengan pihak pimpinan, maupun dengan khalayak dalam, dan terlebih lagi 
dengan khalayak luar, informasi merupakan masukan yang harus dikuasai atau 
dimiliki. Dalam hal ini kita mengacu pada proses pengalihan PR yang 
dirumuskan oleh Frank Jefkins, yang dengan jelas mengemukakan perlunya 
dijernihkan dulu berbagai masalah yang sedang dihadapi agar pelaksanaan 
kehumasan dapat berjalan dengan baik.  
Semua ini tidak terlepas dari upaya untuk mengubah perilaku khalayak 
melalui dua jenjang, yaitu transforming role dan socializing role. Yang 
pertama dimaksudkan untuk mengubah perilaku publik, sementara yang kedua 
adalah hasil yang dapat diperoleh. Dari uraian ini jelas bagi kita bahwa kerja 
humas tidak dapat ditangani sambil lalu, tetapi harus profesional sebagai suatu 
bidang ilmu. Kita kutip uraian Prof. Dr. Astrid Susanto mengenai bidang-
bidang spesialisasi dalam kehumasan, yang dibagi dalam beberapa kelompok. 
Dari uraian ini jelas dapat kita simak masalah yang dihadapi praktisi terlalu 
banyak dan beragam, serta menuntut harus ada ketentuan.  
Humas diharapkan bisa mewarnai semua kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Daerah. Karena keberadaannya tidak terlepas dari tugas 
kehumasan dalam organisasi pemerintah daerah. “Termasuk harus bisa 
menginterpretasikan, menganalisis dan mengevaluasi kecenderungan perilaku 
publik, bisa mempertemukan kepentingan pemerintah dengan kepentingan 
publik (masyarakat), serta mengevaluasi program pemerintah daerah yang 
berkaitan dengan kepentingan publik, untuk selalu berkreasi dan berinovasi 
menemukan ide-idenya. Sebab dari ide dan kebijakannya itu, humas akan 
tumbuh dengan mengandalkan trend dan perkembangan dunia tehnologi 
informasi (IT). Saat ini diakui atau tidak perkembangan era globalisasi telah 
menempatkan tekhnologi informasi ke dalam posisi yang strategis. “Teknologi 
informasi ini dapat mempercepat akselerasi penyebaran informasi dan  
memperoleh informasi kegiatan pemerintah dan langkah untuk mencapai 
terwujudnya good governance“.5  
Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Marsal Mc Lucan dalam 
bukunya, Understanding Media 1964, telah meramalkan bahwa dunia akan 
menjadi sebuah perkampungan besar (global village) yaitu tempat manusia 
akan hidup dalam suatu perkampungan yang tidak lagi terkotak-kotak oleh 
batas wilaya teritorial suatu negara, tempat dan waktu. 
Kemudian pada tahun 1994, Futurolog John Naisbitt melalui bukunya 
yang cukup terkenal Global Paradox telah menggambarkan suatu perspektif 
baru dalam perkembangan maju bidang teknologi komputer canggih, 
ekonomi, politik dan kebudayaan abad ke- 21, yang memasuki tahun 2000 
yang selanjutnya dikenal dengan mellenium ketiga, yakni menggambarkan 
bahwa William Gates sebagai enterpreneur itu telah mampu mengubah wajah 
dunia menjadi masyarakat informasi dalam suatu “global village”.  
Melalui inovasi secara mngejutkan di bidang pengembangan perangkat 
lunak microsoft, seperti program Windows ’95, diikuti Windows ’96, dan 
seterusnya seolah-olah tanpa henti untuk berkreativitas.  
Setiap penemuan baru di bidang komputer itu, maka akan mendapat 
sambutan luar biasa dari masyarakat internasional mengenai microsoft 




massa yang di kampanyekan ke seluruh dunia tanpa dapat di bendung lagi 
melalui program information highway, internet E-Commercial dan E-Mailnya. 
Informasi dalam arti luas merupakan suatu konsep global yang dapat 
menunjukkan berbagai jenis pola-pola (patterns) yang akan dihadapinya, 
sedangkan komunikasi dalam arti sempit menunjukkan salah satu jenis khusus 
dari pembentukan pola atau pemolaan (patterning), dan dari berbagai macam 
pola atau pemolaan komunikatif (communicative patterning) tersebut di 
nyatakan dalam bentuk simbol-simbol atau lambang yang diberi makna 
tertentu. Untuk terjadinya suatu komunikasi antara satu pihak dengan pihak 
lainnya (antara komunikator dan komunikan)- minimal melibatkan dua orang 
atau pihak- yaitu harus memenuhi syarat untuk berhasil atau tidaknya 
komunikasi tersebut, yaitu a). sutau simbol atau makna harus sama 
pemahamannya, b). harus sama-sama dipahami mengenai referensi atau 
asosiasi simbolnya.6  
D. Kedudukan Humas dalam Lembaga Pemerintah 
Dalam pelaksanaan pekerjaannya seorang praktisi humas akan 
menggunakan konsep-konsep manajemen untuk mempermudah pelaksanaan 
tugas-tugasnya. Bahwa proses humas (tahapan fact finding, planning, 
communicating, evaluation), sepenuhnya mengacu pada pendekatan 




6Rosady Ruslan, S.H. MANAJEMEN HUMAS DAN MANAJEMEN KOMUNIKASI, edisi revisi, 
Cet. 3. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 97. 
kelompok orang-orang yang secara koordinatif, memimpin kegiatan-kegiatan 
tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. 
Dalam proses tersebut kita jumpai teknik-teknik dan koordinasi 
tertentu yang dipergunakan oleh kelompok orang-orang yang disebut manajer 
di dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan itu sendiri. Proses ini pun 
mencakup fungsi-fungsi dasar dengan pendekatan analistik seperti 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dalam 
melaksanakan manajemen (POAC, Planning, Organizing, Actuating, 
Controlling). PR merupakan suatu subyek studi dan kegiatan yang sangat 
diminati negara-negara di Dunia, karena mereka memang menghadapi 
kebutuhan yang mendesak untuk menyebarluaskan berbagai macam 
pengetahuan dan pemahaman kepada penduduknya. Baik sektor swasta 
maupun pemerintah di negara-negara di dunia sama-sama berkepentingan 
untuk membuat khalayak masing-masing mengetahui keberadaan mereka. 
Suatu hal yang perlu ditekankan disini adalah, jangan sampai mengacaukan 
makna kegiatan humas dengan kegiatan propaganda, meskipun perbadaan 
antara keduanya terkadang memang tidak begitu jelas. 
Mengenai kedudukan Humas dalam lembaga Pemerintahan, Cultip & 
Center, dalam bukunya Effective Publik Speaking (2007:6), mengatakan 
bahwa ,”idealnya humas itu dimasukkan dalam staf inti, langsung berada di 
bawah pimpinan (decision makers), atau top managers, supaya lebih mampu 
dalam menjalankan tugasnya. Dengan posisi itu, ia dapat mengetahui langsung 
latar belakang dari suatu keputusan yang diambil oleh pimpinan lembaga, 
sehingga ia langsung mendapat bahan informasi untuk disampaikan kepada 
publik yang bersangkutan. Program dan administrasi hubungan legeslatif 
nasional, negara bagian, dan lokal serta program masalah masyarakat secara 
logis merpakan tanggu jawab humas. Akan tetapi, di beberapa perusahaan, 
dikarenakan kurangnya pengalaman dan pengetahuan dalam bidang khusus ini 
dari para pelaksana humas, maka hal ini ditangani oleh bagian hukum, suatu 
panitia hubungan pemerintah, suatu bagian hubungan pemerintah yang 
terpisah, atau suatu badan hubungan-pemerintah dari luar yang bekerjasama 
dengan staf humas dan staf hukum. 
Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas Hubungan Masyarakat 
(Humas) yang terdapat di instansi pemerintah dengan non pemerintah 
(lembaga komersial) yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan (aspek 
komersial), walaupun Humas Pemerintah juga melakukan hal yang sama 
dalam kegiatan publikasi, promosi dan periklanan. Tetapi lebih menekankan 
pada publik servis atau demi meningkatkan pelayanan umumnya.  
Melalui unit atau program kerja Humas tersebut, pemerintah dapat 
menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kabijaksanaan dan 
tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas 





Menurut John D. Millet dalam bukunya, Management Public Service 
the Quest For Effective Performance, yang artinya Humas/ PR dalam instansi/ 
lembaga kepemerintahan terdapat beberapa hal untuk melaksanakan tugas 
utamanya, yaitu7 : 
1. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan 
aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning abaut public desires 
and aspiration). 
2. Kegiatan memberikan nasuhat atau sumbang saran untuk menanggapi apa 
yang sebaiknya dilakukan oleh instansi/ lembaga pemerintah seperti yang 
di kehendaki oleh pihak publiknya (advising the public abaut what is 
should desire). 
3. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang 
di peroleh antara hubungan publik dengan para aparat pemerintahan 
(ensuring statisfactory contact between public and government official). 
4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telahdiupayakan 
oleh suatu lembaga/ instansi pemerintahan yang bersangkutan (informing 
and abaut what an agency is doing). 
PR menyadari bahwa komunikasi yang baik, etis serta hubungan 
manusiawi yang bener-benar manusiawi merupakan alat dalam melaksanakan 
semua tugas-tugas seorang PR serta alat untuk mengatasi hubungan yang 
tegang antara organisasi dan publik internal dan eksternal. 
 
 
7Rosady Ruslan, S.H. MANAJEMEN HUMAS DAN MANAJEMEN KOMUNIKASI, edisi revisi, 
Cet. 3. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 311. 
 “Dengan singkat dapat di katakan bahwa fungsi PR dalam pemerintahan 
adalah memelihara, mengembangtumbuhkan, mempertahankan adanya 
komunikasi timbal balik yang di perlukan dalam menangani, mengatasi 
masalah yang muncul, atau meminimalkan munculnya masalah. PR bersama-
sama mencari dan menemukan kepentingan organisasi yang mendasar, dan 
menginformasikan kepada semua pihak yang terkait dalam menciptakan 
adanya saling pengertian, yang didasarkan pada kenyataan, kebenaran dan 
pengetahuan yang jelas dan lengkap dan perlu diinformasikan secara jujur, 
jelas dan objektif”.(S. Blacken Melvin L. Sharpo, 1983)8. 
 
E. Public Relation adalah kegiatan Komunikasi 
Kegiatan komunikasi selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, 
terutama dalam kehidupan PR. PR dalam melaksanakan fungsi dan 
kegiatannya, berpusat pada komunikasi. Ini berarti bahwa tidak ada aktivitas 
tanpa ada komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, verbal maupun 
non verbal dengan bentuk apapun. Komunikasi yang efektif dengan para 
karyawan, pelanggan, pemegang saham, masyarakat di sekitar perusahaan dan 
publik lainnya adalah esensial bagi PR yang baik.  
Hubungan dengan masyarakat hanya dibina dengan berkomunikasi 
dengan mereka. Kalau komunikasi kurang, maka kesalahpahaman dan 
pertentangan akan terjadi. Rintangan-rintangan dalam mencapai keberhasilan  
 
 
8Sr. Marria Assumpta Rumanti. DASAR-DASAR PUBLIC RELATIONS (Teori dan Praktek), PT. 
Grasindo, Jakarta, 2002, Hal 35. 
untuk menyatukan pikiran di antara orang-orang dalam industri, perburuhan, 
pendidikan, komunitas dan pemerintah harus di atasi dengan komunikasi yang 
lebih efektif. 
Komunikasi Humas/ PR merupakan suatu proses yang mencakup suatu 
pertukaran fakta, pandangan dan gagasan diantara suatu bisnis atau organisasi 
tanpa laba dengan publik-publiknya untuk mencapai saling pengertian. Ada 
tiga butir penting yang perlu di pertimbangkan : pertama, komunikasi perlu 
melibatkan dua orang atau lebih; kedua, komunikasi merupakan pertukaran 
informasi yang bersifat dua arah; dan ketiga mengandung pemahaman.9 
Sebuah pengumuman yang di pasang di papan pengumuman bukan 
merupakan komunikasi. Bila pengumuman tadi telah dibaca, dimengerti dan 
ditanggapi, maka pengumuman itu bisa di sebut komunikasi. Komunikasi 
dikatakan efektif jika suatu gagasan dapat berpindah dari benak seseorang ke 
benak orang lainnya.  
Sebelum diuraikan mengenai teknik-teknik komunikasi, kita lihat 
peran komunikasi dalam PR sebagai berikut10 : 
1. Komunikasi dalam PR merupakan titik sentral. 
2. Dalam setiap proses komunikasi, hubungan kemanusiaan merupakan 
proses yang menyangkut kepribadian, sikap dan tingkah laku yang terjadi 




9H. Frazier Moore, Ph.d. HUMAS (Membangun Citra Dengan Komunikasi), PT. Remaja 
Rosdakarya, Bandung, 2005, Hal 86 
10Sr. Marria Assumpta Rumanti. op. cit, Hal 86. 
3. PR dalam fungsinya melaksanakan komunikasi persuasif dua arah di 
semua bidang kegiatan dengan maksud memberi motivasi kerja, 
bertanggung jawab dan produktif. 
4. Atas dasar pengertian tersebut terlihat bahwa komunikasi timbal balik 
dalam PR merupakan proses integrasi antara manusia yang bersifat 
manusiawi, bukan hanya hubungan antar manusia (human relations) saja. 
Human relations di sini bersifat action oriented, yang menuju perasaan 
lahir batin. 
Inilah yang dimaksud dengan komunikasi dalam PR yang selalu 
merupakan komunikasi timbal balik, demi kepentingan semua pihak. 
Dalam kaitannya dengan proses komunikasi timbal balik yang 
menyangkut penerima pesan, K. Anderson menjelaskan beberapa faktor yang 
perlu diperhatikan sebagai berikut11 :  
1. Faktor sumber dan penerima pesan 
a. Pengetahuan, gagasan, pikiran dan pengalaman 
b. Sikap, keyakinan dan tujuan 
c. Kebutuhan, keinginan dan nilai-nilai 
d. Kepentingan 
e. Keanggotaan dan peranan dalam kelompok 
f. Kecakapan berkomunikasi 




11Ibid, Hal 87. 
2. Faktor saluran 
a. Karakteristik saluran atau media yang digunakan 
b. Seberapa besar jumlah publiknya 
1) Publik sasaran 
2) Publik massa 
3. Faktor pesan 
a. Gagasan dan isi pesan 
b. Susunan pesan 
c. Bahasa dan gaya 
d. Cara penyampaian : lisan, tertulis dan lain-lain. 
 
F. Bentuk-bentuk Komunikasi 
a. Komunikasi Internal 
Komunikasi dengan karyawan merupakan kunci utama 
suksesnya program humas modern. Fungsi komunikasi internal adalah 
mengusahakan agar para karyawan mengetahui apa yang sedang 
dipikirkan manajemen dan mengusahakan agar manajemen mengetahui 
apa yang sedang dipikirkan para karyawan. Komunikasi internal 
menimbulkan problem pelik. Komunikasi dari manajemen kepada 
karyawan dalam sebuah organisasi besar harus melalui beberapa tahap 
otoritas. Dalam proses penyampaiannya, makna dari suatu pesan seringkali 
disalah artikan. Para pengawas dan pekerja seringkali menginterpretasikan 
suatu komunikasi yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang sikap 
dan pengalaman masing-masing. 
Komunikasi internal meliputi berbagai cara yang dapat di 
klisifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu12 : 
· Komunikasi personal atau pribadi 
· Komunikasi kelompok 
Komunikasi personal tatap muka berlangsung secara dialogis 
sehingga berlangsung kontak pribadi dan disebut juga komunikasi antar 
pribadi. Komunikasi personal lewat media adalah komunikasi dengan 
menggunakan alat, misalnya telephon, memorandum dan masih banyak 
lagi yang lain. Karena melalui alat diantara kedua orang tersebut tidak 
terdapat kontak pribadi, sedangkan tatap muka merupakan jenis 
komunikasi yang efektif untuk mengubah sikap, pendapat dan perilaku. 
Dengan kontak pribadi memungkinkan komunikator untuk mengetahui, 
memahami dan menguasai hal-hal seperti; kerangka referensi komunikan 
selengkapnya, kondisi fisik dan mental komunikan sepenuhnya, suasana 
lingkungan pada saat terjadi komunikasi serta tanggapan komunikasi 











12 Ibid, Hal 89. 
Dengan mengetahui, memahami dan menguasai hal-hal tersebut 
si komunikator akan dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti berikut13 : 
1) Mengontrol setiap kata dan kalimat yang diucapkan. 
2) Mengulangi kata-kata yang penting disertai penjelasan. 
3) Memantapkan pengucapan dengan bantuan mimik dan gerakan tangan 
4) Mengatur intonasi sebaik-baiknya, dan 
5) Mengatur rasio dan perasaan. 
Perlu diperhatikan bahwa di dalam berkomunukasi hendaknya 
terdapat rasa hormat, sederhana dan jujur. Keterbukaan dan disiplin 
menjadi budaya yang harus ditekuni secara bersama-sama. Maka di dalam 
berkomunukasi budi bahasa masing-masing akan menunjukkan adanya 
saling menghormati; kata-kata ”silahkan”, ”terimakasih” yang keluar dari 
hati yang jujur merupakan pelicin dalam menjalin hubungan antara yang 
satu dengan yang lainnya. 
b. Komunikasi Eksternal 
Komunukasi eksternal disini berlangsung atau terjadi dua arah 
antara pihak organisasi/ lembaga dengan pihak luar, misalnya komunikasi 
dengan pihak kreditur (perbankan), rekan bisnis/ usaha, pelanggan, 
community relations (masyarakat sekitar), suplier, pemasok, kalangan pers 
dan pejabat pemerintah lain sebagainya. Keberhasilan dalam membina 
komunikasi eksternal ini, juga sekaligus merupakan keberhasilan pihak 
Pejabat Humas/ PR dalam upaya memperoleh dukungan, pengertian,  
  
13Ibid, Hal 90. 
kepercayaan, partisipasi dan kerjasama lain sebagainya dengan pihak 
publiknya. 
Komunikasi eksternal dari manajemen dengan berbagai jenis 
publiknya menunjukkan problem yang sama. Pertambahan penduduk telah 
meningkatkan ukuran kebanyakan kelompok yang pada gilirannya 
meningkatkan problema komunikasi pula. Biaya komunikasi massa telah 
bertambah sedemikian besarnya sehingga banyak perusahaan yang tidak 
mampu menggunakan program informasi kepada umum secara 
komprehensif. 
Terlepas dari hambatan terhadap arus informasi yang bebas ini, 
komunikasi dengan para pelanggan, masyarakat sekitar, pendidik dan 
pemerintah  sedang ditingkatkan dalam volume keefektifannya. Para 
spesialis dengan keahlian komunikasinya membentuk bagian humas. Para 
konsultan komunikasi memberikan saran kepada manajemen dan berbagai 
macam buku serta penerbitan media berkala membahas teknik-teknik 
komunikasi maju. Para karyawan kemudian diberi penjelasan tentang 
kebijaksanaan dan kegiatan perusahaan sehingga mereka dapat 
berkomunikasi secara lebih efektif dengan pihak luar. 
c. Komunikasi Vertikal 
Yakni arus komunikasi dua arah timbal balik dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen memegang peranan cukup vital, 
yaitu komunikasi dari ats ke bawah (downword communication) dan dari 
bawah keatas (upword communication). Dalam arus komunikasi secara 
vertikal -----dari atas ke bawah ----- tersebut pihak pimpinan memberikan 
instruksi, petunjuk, informasi, penjelasan dan penugasan lain sebagainya 
kepada ketua unit/ kelompok dan bawahan. Kesulitan dari kebanyakan 
pesan menuju ke bawah seperti “perintah” bersifat hanya satu arah, karena 
dalam komunikasi satu arah terdapat sedikit kesempatan untuk 
memberikan feedback (umpan balik). Di sini atasan yang menentukan arah 
tersebut, atasan yang membuat rencana kemudian diperintahkan kepada 
karyawan untuk dilaksanakan. Sikap semacam inilah yang sering 
meresahkan. Oleh karena itu komunikasi dua arah PR sangatlah tepat 
dalam membangun relasi yang baik. 
Kemudian arus komunikasi yang diterima dalam bentuk ----- dari 
bawah ke atas----- bawahan memberikan laporan, pelaksanaan tugas, 
sumbang saran dan hingga pengaduan kepada pimpinannya masing-
masing. Justru dengan prosesumpan balik seperti itulah akan terjadi 
pemahaman yang baik bagi kedua belah pihak. Apabila saluran 
komunikasi dua arah sudah terbuka, akan memperkecil atau bahkan 
menghilangkan banyak salah pengertian yang sering terjadi. Melalui 
komunikasi dari bawah ke atas secara terbuka, orang bisa mengetahui 
sejauh mana daya tangkap dan pengertian yang diterima mitra bicaranya. 
Di sinilah pentingnya peranan komunikasi manajemen dalam 
menunjang keberhasilan, sebagai landasan kebijaksanaan/ keputusan yang 
diambil pimpinan, sehingga untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama 
pada sebuah organisasi lebih terbuka lebar. Oleh karena itu diperlukan 
suatu metode komunikasi humas/ PR dalam proses penyampaian pesan. 
d. Komunikasi Horizontal 
Komunikasi horizontal, merupakan komunikasi satu level yang 
terjadi antara para karyawan dengan karyawan lainnya, antara pimpinan 
satu departemen dengan pimpinan departemen lainnya dalam satu 
tingkatan dan lain sebagainya. Bisa juga terjadi komunikasi horizontal 
yang bersifat komunikasi bersilang (cross communication), jadi bisa 
melebar kesamping atau juga secara diagonal dengan antara para 
karyawan, kepala seksi dan departemen dalam sebuah sistem komunikasi 
yang dipergunakan oleh organisasi/ lembaga. Sikap yang baik kepada 
sesama teman sekerja dan terhadap setiap orang akan meningkatkan dan 
memperlancar kerjasama antar pribadi, antar unit, dengan bawahan, 
maupun dengan atasan, terbuka, saling menerima dan saling mempercayai.  
Inilah tugas seorang PR dalam membantu pimpinan organisasi. 
Tugas tersebut dilaksanakan secara rutin. Jadi kalau masing-masing 
pekerjaan berjalan lancar, antar unit lancar, penjelasan, perintah dari 
atasan jelas dan operasional pekerjaan akan bisa berjalan baik dan laporan-
laporan lisan maupun tertulis akan berjalan lancar dan beres.  
 
G. Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah 
Saat ini aparat hubungan masyarakat (Humas) di berbagai Instansi 
pemerintah menghadapi tantangan berat sejak era kebebasan pers. Hal ini 
dikarenakan secara faktual dapat dilihat jarang sekali muncul pemberitaan pers 
yang mengangkat upaya-upaya yang tengah dilakukan pemerintah atau 
keberhasilan yang telah dicapai pemerintah. “Diperlukan peningkatan fasilitas 
kelancaran arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya, 
meningkatkan koordinasi dalam menyebarluasan informasi, dan peningkatan 
profesionalisme pejabat Humas pemerintah.  
Saat ini sebagin besar humas pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsinnya masik banyak terkendala, dari masalah struktur dan organisasi 
humas, kultur/budaya kerja praktisi atau pejabat humas yang masih kurang 
strategis, dan belum ditunjang sarana kerja yang memadai. kondisi sebagian 
besar SDM humas pemerintahan belum memenuhi kualifikasi sebagai petugas 
humas yang profesional. Fungsi dan peran humas membangun citra diri 
Pemerintah untuk menjadi seorang humas yang mampu bekerja secara 
profesional dan konsisten, sehingga bisa membangun citra positif pemerintah. 
Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Humas pemerintah 
daerah tentang peran Humas sebagai image maker dan pentingnya 
membangun image dalam membangun kepercayaan publik. Selain itu untuk 
meningkatkan kemampuan Humas pemerintah daerah tentang teknik-teknik 
membangun citra, serta meningkatkan kemampuan Humas pemerintah daerah 
tentang media relation sebagai salah satu pendukung upaya membangun citra. 
 Humas pemerintah daerah pada hakikatnya sama saja dengan humas 
pemerintah pusat dalam hal pengorganisasian dan mekanisme kerja. Bedanya 
hanya ruang lingkup. Bagi Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah 
penduduk yang begitu banyak yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan 
norma kehidupan dan kebudayaan yang berbeda, mungkin untuk provinsi 
tertentu atau untuk kabupaten tertentu di perlukan suatu tambahan bagian 
khusus. Yang penting ialah terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan humas 
sebagai konsep ilmu pengetahuan sebagaimana dijelaskan di muka. 
Menurut Sam Black, ada empat tujuan utama humas pemerintah 
daerah, yaitu 14:  
1) To Keep citizen informed of the council’s policy and its day-by-day 
activities 
(memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijaksanaan lembaga 
beserta kegiatan sehari-hari). 
2) Yo give them a opportunity of exspressing views on important new projects 
before final dicision are teken by the council. 
(memberi kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pandangannya 
mengenai proyek baru yang penting sebelum lembaga mengambil 
keputusan) 
3) To Enlighten citizens on yhe way in which the systems of local government 
works and to inform them of their rights and responsibilities. 
(memberi penerangan kepada penduduk mengenai cara pelaksanaan sistem 
pemerintahan daerah dan mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka). 
4) To promote a sence of civic pride 
(mengembangkan rasa bangga sebagai warga negara) 
14 Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy MA, Hubungan Masyarakat, suatu study komunikologis, PT. 
Remaja Rodakarya, Bandung. 1999. 
Cara dan teknik melaksanakannya sudah tentu bisa berbeda karena 
ruang lingkupnya yang berbeda. Misalnya humas di ibu kota provinsi di 
Indonesia dalam banyak hal akan berbeda dengan humas di Kabupaten atau 
Kotamadya yang bukan ibu kota provinsi. Di kota-kota besar terdapat media 
massa, baik cetak maupun elektronik, serta fasilitas-fasilitas publikasi lainnya, 
yang sungguh penting bagi kegiatan humas dalam mencapai khalayak. 
Sebaliknya di kabupaten-kabupaten, karena tidak terdapat media 
massa, metode dan teknik penyebaran informasi dilakukan dengan media 
nirmassa, misalnya poster, spanduk, folder dan lain-lain, atau secara tatap 





















KANTOR BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN NGAWI 
 
A. Sejarah Berdirinya Kantor Hubungan Masyarakat SETDA Kab. Ngawi  
Kantor Bagian Humas Kabupaten Ngawi diresmikan pada tehun 2006 
setelah lepas dari kantor Informasi dan Komunikasi yang kemudian berdiri 
sendiri dan berada di bawah naungan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, 
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten. Dalam Kantor Sekretariat 
Daerah Kabupaten Ngawi, Bagian Humas berada dalam kewenangan Asisten 
Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 
mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan hubungan 
masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2008 
Tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Sekretariat Daerah, mempunyai Visi 
dan Misi sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2006-2010 
sebagai berikut : 
 
1. Visi 
“Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah yang 
Profesional dan akuntabel”. 
2. Misi 
a. Mewujudkan penyelenggaran administrasi pemerintahan umum dan 
desa yang tertib; 
b. Mewujudkan pelaksanaan sistem hukum yang menjamin tegaknya 
hukum dan peraturan perundang-undangan; 
c. Mewujudkan penyelenggaraan organisasi, ketetelaksanaan, 
pengembangan teknologi informasi dan akuntabilitas kinerja; 
d. Mengembangkan sistem pembinaan perekonomian daerah; 
e. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pencairan dana dalam 
pelaksanaan APBD lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 
f. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumber day dan 
aparatur; 
g. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah 
Kabupaten Ngawi; 
h. Meningkatkan arti pentingnya informasi dan peran serta masyarakat di 
bidang informasi; 
i. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi pembangunan yang tertib; 
Adapun dalam pelaksanaannya, Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Ngawi melaksanakan misi SETDA Kab. Ngawi yang 
kedelapan, yaitu “Meningkatkan arti pentingnya informasi dan peran serta 
masyarakat di bidang informasi”. 
 
3.   Tujuan 
“Terwujudnya pelaksanaan Penyebarluasan Informasi kepada masyarakat 
secara cepat akurat dan tepat sasaran”. 
4. Sasaran 
“Meningkatkan penyerapan informasi oleh masyarakat “. 
Sasaran tersebut di dukung oleh beberapa indikator yaitu : 
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi. 
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. 
4. Peningkatan pemanfaatan tehnologi informasi 
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan 
prasarana informasi. 
6. Peningkatan kepuasan khalayak terhadap pelayanan informasi yang di 
berikan. 
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Bagian Humas Setda Kabupaten 
Ngawi merumuskan kebijakan dan program sebagai berikut : 
5. Kebijakan 
“Peningkatan kualitas informasi kepada masyarakat”. 
6. Program 
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa. 
2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi. 
3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi Informasi. 
4. Program Kerjasama Informasi dengan mass media. 
B. Susunan Organisasi Bagian Humas SETDA Kabupaten Ngawi. 


















C. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Dalam 
Pengolahan Informasi di Kabupaten Ngawi 
1. Kantor Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut : 
“Bagian Humas mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 
pengolahan data dan berita, publikasi dan dokumentasi guna memperjelas 
kebijakan Pemerintah Kabupaten serta penyelenggaraan dan pementauan 
media potensi informasi”. 
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Humas 
mempunyai fungsi : 
a. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi. 
b. Pelayanan kepada Wartawan yang membutuhkan informasi. 



























c. Pelaksanaan penghimpunan, dokumentasi dan publikasi kegiatan 
Pemerintah Kabupaten. 
d. Penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi melalui 
media informasi interaktif, radio, televisi dan film. 
e. Pemantauan pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi. 
f. Penyelenggaraan kegiatan penerbitan. 
g. Peleksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten 
Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.  
4. Bagian Hubungan Masyarakat membawahi : 
a. Sub Bagian Pengumpul Data dan Dokumentasi 
b. Sub Bagian Publikasi Berita 
c. Sub Bagian Media Potensi Informasi. 
Dimana masing-masing Sub Bagian tersebut di pempin oleh seorang 
Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian. 
D. Tugas Pokok Sub Bagian Humas 
1. Sub Bagian Pengumpul Data dan Dokumentasi 
Sub Bagian tersebut mempunyai tugas menghimpun, mengolah data dan 
Dokumentasi. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Sub Bagian 
Pengumpul Data dan Dokumentasi mempunyai fungsi : 
a. Pengumpulan data dan dokumentasi baik internal maupun eksternal. 
b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan 
dokumentasi. 
c. Pelaksanaan inventarisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan. 
d. Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi/ kerjasama dengan lembaga/ 
organisasi kewartawanan. 
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Humas sesuai dengan bidang tugasnya. 
2. Sub Bagian Publikasi Berita 
Sub bagian tersebut mempunyai tugas melaksanakan publikasi, 
mengevaluasi berita dan pendapat umum masyarakat. Untuk 
melaksanakan tugas-tugas tersebut Sub Bagian Publikasi Berita 
mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan, sarana dan rencana pelaksanaan kegiatan publikasi. 
b. Penyiapan dan pengumpulan bahan berita dalam rangka pelaksanaan 
promosi tentang pembangunan dan potensi daerah. 
c. Pelaksanaan usaha pemberitaan kegiatan yang di lakukan oleh 
pemerintah maupun masyarakat terhadap kejadian dan peristiwa yang 
terjadi. 
d. Pelaksanaan observasi, mempelajari, mendalami serta menilai kualitas 
kehidupan masyarakat secara umum. 
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Humas sesuai dengan bidang tugasnya. 
3. Sub Bagian Media Potensi Informasi 
Sub bagian ini mempunyai tugas melakukan pemantauan dan peningkatan 
penyelenggaraan informasi melalui media interaktif, pemantauan 
perkembangan dan peningkatan penerbitan. Untuk melaksanakan tugas-
tugas tersebut Sub Bagian Media Potensi Informasi mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan informasi melalui media radio, televisi dan film. 
b. Pemantauan pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi. 
c. Penyelanggaraan kegiatan penerbitan. 
d. Pelaksanaan pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap media 
radio, televiasi dan film serta media elektronik lainnya. 
e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian 




















PELAKSANAAN MAGANG  
 
A. Keberadaan Penulis Selama Kuliah Kerja Media di Pemerintah 
Kabupaten Ngawi Bagian Humas 
Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media selama 2 bulan tepat, yaitu 
pada tanggal 02 Pebruari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009. Selama 
pelaksanaan KKM penulis di tempatkan dibeberapa Sub Bagian, mengingat 
Bagian Humas terdiri dari 3 Sub Bagian dimana masing-masing Sub Bagian 
memegang fungsi dan peranannya sendiri-sendiri. Hal ini dilakukan dengan 
tujuan agar penulis dapat memahami semua tugas pokok dan fungsi kantor  
untuk melakksanakan fungsi dan peranan Bagian Humas untuk Pemerintah 
Kabupaten Ngawi. Pelaksanaan tugas kehumasan yang perlu dilakukan secara 
langsung, misalnya menghadapi pers untuk konfirmasi berita tentang kegiatan-
kegiatan yang dilakukan di Kabupaten. Untuk menghadapi rekan-rekan pers 
atau wartawan, kantor humas menyediakan suatu tempat khusus yang di beri 
nama Pers Room guna melayani atau menanggapi setiap konfirmasi rekan-
rekan pers. Selain itu kegiatan yang memerlukan seorang Humas Kabupaten 
untuk mendampingi Bupati dalam kegiatan yang sifatnya khusus, 
dilaksanakan langsung oleh pimpinan Kepala Bagian Humas, yaitu Drs. 
Santoso, MM.  
Kantor Bagian Humas Kabupaten Ngawi memulai aktivitas kerjanya 
pada pukul 08.00-15.00 WIB dalam waktu 5 hari kerja dalam satu minggu 
yaitu senin sampai dengan jum’at. Untuk setiap tanggal 17 di pemerintah 
Kabupaten Ngawi di adakan upacara bendera dan pada malam harinya 
diadakan Forum diskusi tujuh belasan yang diadakan di rumah dinas 
Sekretaris Daerah. Dalam diskusi tersebut, dihadiri oleh perwakilan masing-
masing dinas yang ada di kota Ngawi, camat-camat di setiap daerah di 
Kebupaten Ngawi serta Satker-satker terkait guna membahas semua 
persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Ngawi, baik masalah 
pembangunan, ekonomi, rencana-rencana kegiatan yang akan di lakukan, serta 
kritikan-kritikan dan saran yang masuk dari berbagai pihak. 
Selama masa KKM di kantor ini penulis mendapat beberapa tugas 
yang menjadi tanggu jawab penulis. Seperti; di Bagian Pengumpul data dan 
Dokumentasi, yaitu membuat kliping berita tentang kegiatan yang terjadi di 
Kebupaten Ngawi dari koran setiap harinya, mengikuti kunjungan kerja 
Bupati Ngawi disekitar Kabupaten Ngawi, serta menyusun hasil liputan 
kegiatan yang kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Publikasi dan Berita 
untuk di koreksi terlebih dahulu sebelum diserahkan atau di Publikasikan 
melalui media Redio Suara Ngawi (RSN) yang berada di bawah pengawasan 
Humas Kabupaten Ngawi dan masuk dalam Sub Bagian Media Potensi 
Informasi. 
Penulis diberi kebebasan dan kepercayaan dalam menggunakan 
fasilitas yang ada di kantor. Dengan tujuan untuk melatih peserta KKM dalam 
dunia kerja sesungguhnya serta membantu penulis untuk kelancaran dalam 
pembuatan Laporan Kuliah Kerja Media. Hal ini sangat membantu penulis 
untuk lebih memahami sekaligus mempraktekkan tugas dan tanggung jawab 
seorang Humas di Pemerintah Kabupaten Ngawi. 
 
B. Keberadaan Humas di Pemerintah Kabupaten Ngawi 
Kantor Bagian Humas Kabupaten Ngawi masuk dalam ruang lingkup 
Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi yang mempunyai tugas dan kewajiban 
membantu Bupati dalam menyusun kebijaksanaan dan mengkoordinasikan 
Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Dengan melihat tugas dan 
kewajiban tersebut, tentunya dapat di simpulkan bahwa keberadaan Humas di 
Pemerintahan Kabupaten Ngawi sangatlah membantu demi kelancaran semua 
kegiatan yang ada di Kabupaten Ngawi. 
Demi kelancaran pelaksanaan kehumasan di Kabupaten Ngawi, Humas 
sendiri membentuk 3 Sub Bagian yang saling berkaitan antara bagian, 
sehingga dapat terjalin suatu kerjasama yang tangguh untuk demi tercapainya 
Visi Misi Pemerintah Kabupaten. Ketiga Sub Bagian ini adalah Sub Bagian 
Pengumpul Data dan Dokumentasi yang mempunyai tugas menghimpun, 
mengelola data dan dokumentasi, Sub Bagian Publikasi Berita yang 
mempunyai tugas mengevaluasi berita dan pendapat umum masyarakat dan 
Sub Bagian Media Potensi Informasi mempunyai tugas melakukan 
pementauan dan peningkatan penyelenggaraan informasi melalui madia 
interaktif , pemantauan perkembangan dan peningkatan penerbitan. Dalam hal 
ini penulis berperan serta dalam hampir setiap kegiatan yang dilakukan 
sebagai Humas di Pemerintahan Kabupaten Ngawi. 
Seperti mengikuti kegiatan Bupati Ngawi dalam melakukan kunjungan 
tugas ke beberapa daerah, sebagai salah satun usaha dalam pembentukan citra 
pemerintah yang baik di mata masyarakat serta memberikan suatu motivasi-
motivasi kepada masyarakat untuk terus berkembang menjadi pribadi-pribadi 
yang tangguh dalam berkarya guna meningkatkan pembangunan 
perekonomian, khususnya Kabupaten Ngawi. Dalam mengikuti kegiatan 
Bupati ini Penulis masuk dalam Sub Bagian Pengumpul Data dan 
Dokumentasi yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk menulis press 
release untuk di sampaikan kepada seluruh masyarakat Ngawi sebagai 
informasi yang perlu di ketahui publik. Dalam setiap Kunjungan tugas Bupati 
Bagian Humas wajib mengirimkan minimal 2 stafnya untuk bekerja sebagai 
layaknya wartawan pemerintah beserta Kepala Bagian untuk mendampingi 
Bupati dalam bersosialisasi dengan masyarakat. 
Dari sekitar 25 Staff Humas yang terdiri dari 1 Kepala Bagian dan 3 
Kepala Sub Bagian, kantor Bagian Humas Kabupaten Ngawi sudah dapat 
melaksanakan perannya secara maksimal sebagai penyalur dan pencari 
Informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dengan 
demikian kehumasan di Kabupaten Ngawi sudah cukup bagus dan berhasil 
dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai Humas pemerintah yang 




C. Peran Humas di Pemerintahan Kabupaten Ngawi sebagai Pusat 
Pengolahan Informasi yang Baik. 
1. Humas berperan aktif dalam mengikuti kegiatan tugas Bupati yang 
berinteraksi langsung dengan masyarakat guna memperoleh data yang 
akurat melelui liputan dan dokumentasi. 
2. Humas memberikan Informasi dan pemberitaan kabupaten melalui 
wawancara lengsung dengan wartawan, press release majalah dan lain-
lain, sebagai salah satu usaha penyebaran informasi kepada masyarakat. 
3. Humas mengatur jadwal pelaksanaan dialog interaktif antara dinas-dinas 
seluruh kabupaten Ngawi yang di siarkan lewat Radio Suara Ngawi, 
dimana masyarakat dapat berinteraksi langsung melalui hubungan 
telephone guna mencari kejelasan mengenai permasalahan-permasalahan 
yang dibahas. 
4. Humas menyediakan Press Room, guna menyimpan data-data berita dan 
dokumentasi-dokumentasi kegiatan-kegiatan yang sudah terjadi dan 
disimpan dalam bentuk arsip, serta tempat untuk wartawan-wartawan jika 
ingin mencari berita mengenai kegiatan-kegiatan yang di lakukan Bupati. 
5. Humas juga mengatur penerbitan, pembuatan serta sirkulasi majalah 
Ngawi Bersemangat yang di terbitkan setiap 6 bulan dan Tabloid Trinil 
Post setiap 2 bulan sekali sebagai salah satu cara memberikan informasi 
kepada masyarakat.     
6. Humas juga memberikan sarana kepada masyarakat yang ingin 
menggunakan jasa Radio Suara Ngawi (RSN) yang merupakan radio 
pemerintah yang diawasi dan dikelola langsung oleh staff-staff humas 
pada bagian Media Potensi dan Informasi. 
 
D. Pelaksanaan Pengolahan Informasi Kepada Masyarakat di Kabupaten 
Ngawi oleh Bagian Humas melalui 3 Sub Bagian Humas 
1. Sub Bagian Pengumpul Data dan Dokumentasi 
Proses pengumpulan informasi melalui pengumpulan data dan 
dokumentasi dimulai dari kegiatan peliputan kegiatan kunjungan kerja 
bupati di daerah Kabupaten Ngawi. Melalui kegiatan ini akan memperoleh 
data-data yang akurat kebenarannya karena kegiatan ini merupakan tugas  
lapangan seorang humas melalui observasi langsung dalam mencari berita. 
Kemudian hasil liputan ini disusun menjadi Press Release yang akan 
disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Ngawi melalui Radio Suara 
Ngawi dan koran setempat untuk di muat. 
Selain kegiatan peliputan di lapangan, bagian pengumpul data dan 
dokumentasi juga mengumpulkan berita-berita tentang Ngawi yang di 
muat di surat kabar untuk dijadikan kliping. Kegiatan ini berfungasi untuk 
mengetahuai berita apa saja yang memuat mengenai Kabupaten Ngawi 
selama satu tahun, dengan harapan Pemerintah dapat menyikapi setiap 
berita yang keluar, baik berita positif maupun negatif agar dapat diperbaiki 
untuk setiap berita negatif ataupun dijadikan sebagai motivasi untuk lebih 
baik dalam menjalankan roda pemerintahan.  
    
2. Sub Bagian Publikasi Berita 
Setelah dari Sub Bagian Pengumpul Data dan Dokumentasi, proses 
di lanjutkan dengan proses Sub Bagian Publikasi Berita. Pada Sub Bagian 
ini Press Release yang telah dibuat, dikoreksi terlebih dahulu, setelah 
disetujui dan dinilai layak untuk di muat, berita siap beredar di kalangan 
masyarakat melaui Radio Suara Ngawi dan koran-koran setempat. Selain 
itu  berita-berita yang terhimpun juga akan di muat dalam Tabloid yang 
diterbitkan setiap 2 bulan sekali dan majalah setiap 6 bulan sekali dan 
dibagikan ke setiap Kelurahan, Kecamatan dan Instansi-instansi yang ada 
di Kota Ngawi secara cuma-cuma. 
Selain menangani Publikasi Berita Bagian ini juga membuat dan 
jadwal pelaksanaan dialog interaktif yang di adakan setiap 1 Minggu 
sekali pada hari Senin. Dialog interaktif ini di ikuti oleh Badan-badan dan 
dinas-dinas yang ada di seluruh Kabupaten Ngawi. Setiap badan atau dinas 
wajib memaparkan materi-materi yang sesuai dengan bidang-bidang yang 
ditanganinya. Dialog ini disiarkan langsung dan dapat di dengar oleh 
seluruh masyarakat Ngawi melalui Radio Suara Ngawi. Selain itu, 
masyarakat pendengar juga dapat menanggapi baik mengkritik, bertanya 
maupun memberi saran melalui via telepone kepada panalis-panelis dari 
perwakilan masing-masing badan ataupun dinas.     
3. Sub Bagian Media Potensi Informasi 
 Dalam pengolahan informasi di Kabupaten Ngawi Sub Bagian 
Media Potensi Informasi ini memegang peranan yang sangat penting, 
mengingat Media Potensi Informasi mempunyai fungsi : Penyelenggaraan 
informasi melalui media radio televisi dan film, pemantauan pelaksanaan 
hak jawab dan hak koreksi, penyelengaran kegiatan penerbitan, 
mengadakan pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap media radio, 
televisi dan film serta media elektronik lainnya. Dengan memperoleh 
kepercayaan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut Sub Bagian Media 
Potensi Informasi bekerja sama dengan beberapa media, baik media cetak 
maupun media elektronik guna mengembangkan media Informasi yang 
hampir setiap tahunnya selalu berkembang dan bertambah.  
Untuk mendukung program siaran Radio suara Ngawi yang 
merupakan tanggung jawab Humas Kabupaten Ngawi Sub bag. Media 
Potensi Informasi maka telah diterbitkan  Tabloid Trinil Post yang beredar 
di seluruh Desa-desa se-Kabupaten Ngawi. Tabloid tersebut mampu 
memback up seluruh isi siaran  sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat 
terutama masyarakat desa untuk mempermudah mendapatkan informasi. 
Selain Tabloid Trinil Post juga diterbitkan  Majalah Ngawi Bersemangat 
yang dicetak oleh Bagian Hubungan Masyarakat / Humas  Setda Ngawi. 
 
E. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Ngawi  
Berdasarkan Perda Kabupaten Ngawi nomor 02 tahun 2004 tentang 
organisasi dan tata kerja sekretariat Kabupaten yang selanjtnya dikuatkan 
dengan  Keputusan Bupati  nomor 07 tahun 2004 tentang tugas fungsi dan 
kewenangan  sekretariat daerah Bagian Humas Kabupaten Ngawi mempunyai 
tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan berita, publikasi dan 
dokumentasi guna memperjelas kebijakan pemerintah Kabupaten serta 
penyelenggaraan  dan pemantauan media potensi informasi. Selanjutnya  
Bagian Humas membawahkan 3 Sub Bagian yaitu  : Subbag. Pengumpulan, 
pengolahan data dan berita, Subbag. Publikasi dan Dokumentasi, dan Subbag. 
Media Potensi Informasi. Selanjutnya sesuai dengan pasal 45 Subbag. Media 
Potensi Informasi mempunyai fungsi : Penyelenggaraan informasi melalui 
media radio televisi dan film, pemantauan pelaksanaan hak jawab dan hak 
koreksi, penyelengaran kegiatan penerbitan, mengadakan pendataan, 
pembinaan dan pengawasan terhadap media radio, televisi dan film serta 
media elektronik lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka  
penyelenggaraan radio publik lokal di Kabupaten sudah selayaknya menjadi 
tangung jawab Pemkab. Ngawi  yang dilaksanakan oleh Bagian Humas. 
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Ngawi mendasar pada UU no 
32 tahun 2002, dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2005 bersifat 
independent, netral, dan tidak komersial yang berfungsi memberikan layanan 
untuk kepentingan masyarakat  dan mendapat bantuan anggaran melalui 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD II ) dan pendapatan iklan 
maksimal 15% dari seluruh isi siaran.   
Radio Suara Ngawi Frekuensi Modulasi 1332 KHz (AM) dan 
Frekuensi Modulasi 97,8 MHz (FM) nomenklatur merupakan salah satu radio 
yang sudah dikenal oleh masyarakat Ngawi  yang memiliki daya jangkauan 
hampir ke seluruh wilayah Ngawi. Keberadaanya sudah cukup lama sejak 
sebelum disyahkan Undang-undang nomor 32 tahun 2003 tentang penyiaran. 
Sehingga dasar penyelenggaraan penyiaran yang digunakan mengacu pada 
Insruksi Menteri Penerangan Republik Indonesia pada masa itu.  
Penyelengaraan  program siaran meliputi program informasi dan 
hiburan,  Masyarakat menyambutnya dengan baik  karena setiap mata acara 
yang disiarkan mendapat tanggapan secara  positif dari masyarakat, bahkan 
sebagai bentuk dukungan secara konkrit dari masyarakat pendengar terdapat 
Paguyuban Mitro Gegono (Perkumpulan sahabat Pendengar ) yang mewakili 
pendengar usia menengah ke atas, dan PERFANSA (Persatuan Fans Radio 
Suara Ngawi) yang mewakili kalangan remaja yang cukup eksis 
keberadaannya.  
Bagi Pemerintah Radio Suara Ngawi merupakan salah satu alat untuk 
menyampaikan informasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan 
Pemerintah sangat banyak dan beragam yang meyangkut kepentingan 
masyarakat luas  yang meliputi segala aspek kehidupan. Oleh karena itu 
keberadaan radio yang dapat menjangkau secara luas kepada masyarakat 
sangat dibutuhkan.  
Penyelenggaraan Siaran  Radio Suara Ngawi sudah berjalan cukup 
lama yang memang diadakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk 
mentransformasi informasi kepada masyarakat, sehinga program yang 
dilaksanakan pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat. Secara resmi ijin 
yang mengacu pada undang-undang nomor 32 tahun 2002 masih dalam 
proses. Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah dalam 
bentuk dana operasional penyelenggaraan siaran, serta dukungan SDM 
pengelola siaran yang dalam hal ini dikendalikan oleh Bagian Hubungan 
masyarakat  (Humas) Sekretariat Kabupaten Ngawi.  
 
 

























Berdasarkan kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) yang dilakukan di 
Pemerintahan, penulis dapat menarik kesimpulan tentang peran Humas 
Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam Pengolahan Informasi kepada 
Masyarakat, yang diantaranya adalah sebagai berikut : 
7. Humas berperan aktif dalam mengikuti kegiatan tugas Bupati yang 
berinteraksi langsung dengan masyarakat guna memperoleh data yang 
akurat melelui liputan dan dokumentasi. 
8. Humas memberikan Informasi dan pemberitaan kabupaten melalui 
wawancara lengsung dengan wartawan, press release majalah dan lain-
lain, sebagai salah satu usaha penyebaran informasi kepada masyarakat. 
9. Humas mengatur jadwal pelaksanaan dialog interaktif antara dinas-dinas 
seluruh kabupaten Ngawi yang di siarkan lewat Radio Suara Ngawi, 
dimana masyarakat dapat berinteraksi langsung melalui hubungan 
telephone guna mencari kejelasan mengenai permasalahan-permasalahan 
yang dibahas. 
10. Humas menyediakan Press Room, guna menyimpan data-data berita dan 
dokumentasi-dokumentasi kegiatn-kegiatan yang sudah terjadi dan 
disimpan dalam bentuk arsip, serta tempat untuk wartawan-wartawan jika 
ingin mencari berita mengenai kegitan-kegiatan yang di lakukan Bupati. 
11. Humas juga mengatur penerbitan, pembuatan serta sirkulasi majalah 
Ngawi Bersemangat yang di terbitkan setiap 6 bulan dan Tabloid Trinil 
Post setiap 2 bulan sekali sebagai salah satu cara memberikan informasi 
kepada masyarakat.     
Humas juga memberikan sarana kepada masyarakat yang ingin 
menggunakan jasa Radio Suara Ngawi (RSN) yang merupakan radio 
pemerintah yang diawasi dan dikelola langsung oleh staff-staff humas pada 
Bagian Media Potensi dan Informasi. 
  















Berdasarkan kesimpulan dan data-data tersebut di atas yang telah 
penulis lakukan selama mengikuti Kuliah Kerja Media, maka Penulis 
memberikan saran yang kiranya dapat membantu demi kemajuan pihak 
Universitas serta Instansi dimana Penulis melaksanakan Kulia Kerja Media, 
yaitu : 
1. Diharapkan Kantor Bagian Humas Kabupaten Ngawi lebih meningkatkan 
etos kerja dalam memberikan Pelayanan Informasi kepada masyarakat, 
mengingat tugas dan tanggung jawab seorang Humas sangat berat dan 
sangat bervariasi demi membentuk citra yang baik di mata masyarakat. 
2. Pihak Universitas hendaknya lebih mengarahkan dan memperhatikan 
penempatan Mahasiswa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media, 
sehingga Mahasiswa tidak salah dalam Memilih tempat dimana dia 
melaksanakan KKM. 
3. Hendaknya mata kuliah praktek lebih diperbanyak, karena lulusan 
Diploma diharapkan sudah benar-benar siap untuk terjun di dunia kerja. 
Demikian laporan Kuliah Kerja Media dari Penulis, dan tak lupa 
penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini 
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